NOMOR : 3

KABUPATEN NIAS SELATAN
SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; |

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab. Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014




10.

11

12.

13.

14.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan




24.

25.
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Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); A

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal
31 Desember 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Nomor);

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun
2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 23 April 2025;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor
118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025,
tanggal 28 November 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Menetapkan

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan yang meliputi :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca; '

Laporan Operasional,;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Moo o

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.




Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan........................ Rp 1.334.143.570.606,54
b. Belanja .....cc.o.cccoeviiiiiiiinnnn.., Rp 1.257.849.522.133,61
IO PIS] cononmnranansssssnisiis iesmbmmnnn Rp 76.294.048.472,93
Pembiayaan

- Penerimaan ...................... Rp 129.730.125.212,72
- Pengeluaran ..................... Rp 2.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran

(SILPA) i Rp 203.524.173.685,65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp 171.249.525.056,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah

Perubahan ....................... Rp 1.505.393.095.663,01
b. Realisasi ........cocevvvvvvnnennn.. Rp 1.334.143.570.606,54
Selisih ...ocoovvviiiiiiiiinne, Rp 171.249.525.056,47

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 283.404.006.529,40 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja Setelah

Perubahan ....................... Rp 1.541.253.528.663,01
b. Realisasi ......cccimmeremermanes Rp 1.257.849.522.133,61
Selisih .cooovveiiiiiiiiiieenn, Rp 283.404.006.529,40

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah Rp
203.524.173.685,65 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Surplus/Defisit Setelah

PerubaBat] ..ciciscseisisssomnnns Rp 206.024.173.685,65
b. Realisasi ........ccovvvvvvnnnnnnnn. Rp 2.500.000.000,00
Selisih ..ocoveviiiiiiiiei, Rp 203.524.173.685,65

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan .......... Rp 129.730.125.212,72
b. RealiSasi ...ccooccvvervurevnnennnn. Rp 129.730.125.212,72
DO sssmmumsmsmm wiussss 55443 Rp 0,00

S. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan .......... Rp 2.500.000.000,00
b. Realisasi ......cccocovvvveveennnn. Rp 2.500.000.000,00
2 [51 11| o I —— Rp 0,00
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6. Selisih anggaran dengan pembiayaan netto sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan .......... Rp 127.230.125.212,72
b. Realisasi .......ccoocevvvivnnnnnn.. Rp 127.230.125.212,72
Selisih coovvvviiiiiiiiiiiiiin, Rp 0,00

7. Sisa Lebih  Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah
Rp129.784.312.814,72 dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Surplus (Defisit) Rp 76.294.048.472,93
b. Realisasi Pembiayaan

Netto ...ooovviiiiiiiiii, Rp 127.230.125.212,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) coeeiiiiiiieieieee, Rp 203.524.173.685,65

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun
2025 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal ... Rp 129.784.312.814,72
b. Penggunaan SAL Sebagai

Penerimaan Pembiayaan —

Tahun Berjadan ..o o Rp  129.730.125.212,72
c. Selisih kurang Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran

(SILPA) i Rp 203.524.173.685,65
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya ............... Rp (54.187.602)

Saldo Anggaran Lebih Akhir .. Rp  203.524.173.685,65

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ Per 31
Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset ......ooviiiviiiinnnn. Rp 2.393.621.892.475,73

b. Jumlah Kewajiban ................ Rp 9.355.811.794,49

c. Jumlah Ekuitas Dana ........... Rp 2.384.266.080.681,23
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

8., Pendapalan ... Rp 1.134.388.602.636,01

b. Beban ........ccooiiiiiiiiiiiiiiinnn. Rp 944.540.802.280,07

c. Kegiatan Non Operasional ..... Rp 0,00




d. Pos Luar Biasa ...................... Rp (823.501.433,00)
e. Surplus/Defisit - LO ............. Rp 189.024.298.922,94
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2025 sebagai berikut:
a. Saldo Kas Awal

per 1 Januari 2025 ............... Rp 129.890.520.675,72
b. Arus Kas dari Aktivitas

DIOETEE ccmmmanomesantias s i osxe Rp 251.597.990.375,73
c. Arus Kas dari Aktivitas

BIvestas] cocusisnsassisinnirreennenn. Rp (177.803.941.902,80)
d. Arus Kas dari Aktivitas .

Pendansan eessssasssssssisiseine.. Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas

Transitoris ........cooeevvveivneinnnnn. Rp 0,00
f.  Arus Kas Akhir

per 31 Desember 2025 .......... Rp 203.524.173.685,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal ...........cccevvennee. Rp 2.225.509.774.939,60
b. Surplus/Defisit - LO ............. Rp 189.024.298.922,94
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Keselahan Mendasar ............. Rp (30.267.993.181,31)
d. Ekuitas AKhir ...........c.ccouve. Rp 2.384.266.080.681,23
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran : Laporan Realisasi Anggaran,;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;




Lampiran [.2

Lampiran [.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII :
Lampiran VIII :
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII :
Lampiran XIII :
Lampiran XIV :
Lampiran XV :
Lampiran XVI :
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak
Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah
Daerah;
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar sub Kegiatan yang belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun anggaran
2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
: Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi)
Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diatur dengan Peraturan Bupati.




Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Selatan.

ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 4 September 2026

BUPATI NIAS SELATAN,
ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
ttd
AMSARNO S. SARUMAHA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-65/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAEA-BAGIAN HUKUM
A Gé B A




